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MENTERI DAI.AM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Desember 2A22
Yft. 1. Gubemur.

2" BupatiflffaliKota.
di-

Seluruh lrdonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 400.10189221SJ

TENTANG

PENIhIGI(ATAH KESIAPSIAGAAN PEMERINTAH DAERAH
PADA SAAT NATA: TAHUN 2022 DAN TAHUN BARU 2023

Dalam rarqka menlrgka0€n kesiaps&Eaan Penrcdntdr Daerah pada saat Natal
Tahun 2022 &n Tahun Baru 2023, dperlukan ke$akan untuk peningkatkan pelayanan,

keeelanatan, keamanan, kelancamn dan pergeralqan anrs lalu lintre derqan tetap rnenjrya
probkol kssehatan Cortona Vlus Orsease 20rg (Covid-I9).

Sehubungan derqan hal tsrsebut di atas, bersarna kri dlminta perhatian Saudardi
Gubemur dan BupatUWali Kota tefialap ha!ftal esbagai bsikrrt

1. frldakulen lroordinasi, fasilitasi, pengendafian, dan memonits parsiapan pdaksanaan
UbrJr Nstal Tahun 2O?-2 dan Tahun Baru ffi23 bersama Forum Koordinasi Pimpinan
tlaerah (Forkopinda) dan pemangku kepentirqsn terkait.

2. lt emstal€n kegiatan-t<egiatan keagamaan di rumahftempat hadah khu*usnya pada
porayfi#r lbadah Natal Tahun 28i22 dan merqoordina{rikan FOFII(OMPIMDA untufi
mdakutrgr Fngananan dalam upaya menciptakan kondisi yarq arruln, nyaman, dan
tertib-

3. Melakukan pengordalian inflasi dengan merpoptirnalkan pengavsasan harga dan
ketersedlaan kebutt.fran pokok serta bahil bakar, mdalui:

a. tl/lonltoring terhadap kstadiaan pasokan, Mflitas harga dan kelancaran disffibusi
bafian pangnn pokok dan barang penting lainnya oleh Satran Tqm Ketahanan
Pangan Daerah;

b. Peningkatan koordinasi Tim Pengerdalian lnflasi Daerah (TPID) dalam rangks
rnerrrantau dan mengerdalikan infrasl bahan par{Fn;

c. Oparasi pasar dalam rargl€ maniaga stabiFtas harga dan nmmanfaatkan pasar
rnurah untuk menekan inflasiperide NatalTahun 2O7'Z dan Tahun Baru 2023;

d. Pemanfaatan pos Bshnia THak Terduga (Bl|-n dm dua psrsen dari dana hansfer
umum dalam APtsD sebagai perlirdungnn social; dan

e. Antsipad lonjakan pemintaan konsrmen dan potEnsi kdangkaan dengan
memash'kan ketersediaan iumlah dan sbk Bahan Batar Minyak (BBM), Bahan Bakar
Gas {BBG) dan Liquld Peteihum Gas (LPGlElpiii).
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4. ilfumasfilren kesiapn sarana transportasi penumpanglbarang dan elmp.ll tranqortasi
(termFrel, $bahrrl, bardara dan pdabuhan) di wilayahnya dalam trarryka nrengan$sipsi
lor&kan ponLrnpang dan distibusi barang dan be*ibrdina$i derqan lfupolkian dan
pthak lain terkalt dalam rangka pengaturan lalu lintas kendaraan pada lokasi yang dapat
menirnbulkan kemaceltan ktrususnya pada tidk lokaai pintu tql, pasar tunnpah, Raef Arsa
dan bkasi wisata.

S. Ivlewaspadai potensi kerawanan dan gangguan kearnanan dan ketenteraman pada saat
pcrayaan Tahun Baru 2S23 di tempat-ternpat yaru menimbulkan kersnunan serta
menernpdtan unsur-unsur pengarmnan pda ffik-titflk tertenfu di setiap kegiatan
kerarnaian dengan bskslaborasi berssma TNI dan Polri, serta unsurterkait lainnya.

8. Melat(ukan kosrdinasi intensif dengan apamt kearnanan {Tt-ll dar POLRI) dolarn
nmhkut€n de*sksi dini si&asi dan kontlei keamanan dan tran$um yar€ berptensi
meniadi gargguan yang disebabkan anEra lain oleh danya akel teroriema, pencurian,
perndongan, sweeping oleh organisasl masyarakat (srmas), serta ienis keiahatan
lainnya.

7, iltengoardinasikan peningkatan keamanan di lingkungen terkecil'(RT/HW} untuk
rnenmgnh terjadinya pncurian pada rumatprumah kosorq yarg ditirEgallcan
perghuninya pada eaat berlibur,

8" Mernetakan Ftensi tprj*dinya bencana alam serta kebel€ran dan merrgoordinaskan
larqkah-langkah antbipaei penangianannya pada sa*t te{adi dan pasca beffcana el6m
dan kebakaran.

9. Mengid*ntifikasi, menginvertarisir dan rnerqatur kegiatan ma$yurakat dalam bentuk
karunr.man pads pcrayaan malarn tahun baru yang rswan berdesakan dan dapat
rnenimhJkan kortan.

10, lvtahrarg penggunaan petasan dalam perayasn yar6 dapat borpotensi teriadfnya
ledakarstebakaranft crben menusia/barang.

1'!. Mengoptimalkan peran aktif rnasyaralat melalui tokoh agarna" tokotr adat dan tokoh
masyarakat lainnya datam rangka rnencegah dan me*yelesaikan garggruan keterttban
umurn dan ke&nterarnan masyaralet melalui prinsip-.prtnsip kearifan tokal.

12. Tetap r*snpe*utitcan arahan Prestlen yang dijabar*an mehluitnstruksi L+enteri Oalam
tlogeri Nomor 50 Tahun 203? tentarg PemberlalfiEn Pemhotasan Kogiatan Masyarakat
Pada KCIrdisi Corcna Virus Diseaea 2019 Di Wihyah Javia Dan Bali dan lnstnrksi
Msflteri Dalam Negisri hlornor 51 Tahun 2022 tentang Femberlakuen Pembatasan
Kagiatan Masyarakat Fada Kordisi Corona Virus &sease 2019 di lffilayah $umetera,
Nuca Tenggara, i(alirnanten, $ulauresi, Maluku, dan Papua.

13. tvklapo*an pelakraman peningkatan keehp$agaan Penrerintah Dasreh pada saat
Frlatsl Tahun?:0?Z dan Tshun Baru 2023 kepada M€rderi Oalam Negeri.

Dernlklsn dlsarnpailtan untuk rnoniadi perhatian dahm pelaksanaannya.

MENTERI DALAM NEGERI,

rtd

MUHAfI,IMAD TITO KARI{AVIAN

Tmrhrcan Yth:
t. Prmide* Republik lr*ne*ia:
2, VYakil Presiden Republik lrdonesia;
3. f,ienteri Kmrdinator Bidang Pclitik Hukum dan Keamanan;
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4. il,lenteri Koordin&r Bilerq Perekorpmian;
5. !ilenteri lfuordinerBHang Kernarltiman dan lnveft$;
6. lutsnteri l(oodinator Bidarq Psnbargman ltlbnus&a dan l@xlayem;
7" fi&rtari SelCIetarb Nqana;
8. ltlqfieri lGdratan;
g. $€kgtrds lGtmet;
10. Kepah Staf frepren$denan;
11. Kepala Bdan Nasional Penar€grulargan Bencana;
12. Parglima Tentara i,la$imal lrdonesla;
13. Kepala Kepolisi,an Nqara Rsublik hdonesia;
14. Ketua DPRD Provinsisekrruh lndoneola; dan
15. Ketua DPRD lGbupaterilt$tra seluruh lrdoneeia.

sesuai dengnn aslinlra,
Biro Hukum,

tJtarm Madya
NtP. I 96908 18 1996031 001


